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Abstract: The utilization of Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) by Micro, Small, and Medium 

Enterprises (MSMEs) in Indonesia has an important role in encouraging digitalization of transactions and 

improving financial recording and reporting. The background of this study is the need for MSMEs to adapt to the 

development of digital payment technology, especially in the midst of accelerated digitization triggered by the 

COVID-19 pandemic. Although QRIS provides various benefits, such as ease of transactions and automatic 

recording, there are still a number of obstacles such as limited digital literacy, uneven infrastructure, and concerns 

related to cybersecurity, especially in remote areas. This study uses a qualitative method with a case study 

approach to SMEs that have adopted QRIS in several regions in Indonesia. Data were collected through field 

observations, and documentation studies related to the use of QRIS in business activities. Data analysis was 

conducted thematically to explore in-depth understanding of the experiences, challenges, and benefits felt by 

MSME actors in the use of QRIS. The results showed that QRIS makes it easier for MSMEs to process payments 

and automatic digital transaction recording, thereby increasing the accuracy and transparency of financial 

statements. However, limited access to electricity, digital devices, and digital security literacy are significant 

barriers to optimal implementation of QRIS. The security aspect of digital transactions is an important concern 

for MSMEs, who need further education and technical support. Thus, strengthening digital literacy, improving 

infrastructure, and strict cybersecurity regulations are urgently needed to encourage wider and inclusive adoption 

of QRIS among MSMEs in Indonesia.  
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Abstrak: Pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong digitalisasi transaksi serta 

peningkatan pencatatan dan pelaporan keuangan. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan UMKM untuk 

beradaptasi dengan perkembangan teknologi pembayaran digital, terutama di tengah percepatan digitalisasi yang 

dipicu oleh pandemi COVID-19. Meskipun QRIS memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan transaksi 

dan pencatatan otomatis, masih terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan literasi digital, infrastruktur yang 

belum merata, serta kekhawatiran terkait keamanan siber, khususnya di daerah terpencil. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap UMKM yang telah mengadopsi QRIS di 

beberapa wilayah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dan studi dokumentasi terkait 

penggunaan QRIS dalam aktivitas usaha. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menggali pemahaman 

mendalam mengenai pengalaman, tantangan, dan manfaat yang dirasakan oleh pelaku UMKM dalam penggunaan 

QRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS memudahkan pelaku UMKM dalam proses pembayaran dan 

pencatatan transaksi secara digital yang otomatis, sehingga meningkatkan akurasi dan transparansi laporan 

keuangan. Namun, faktor keterbatasan akses listrik, perangkat digital, serta literasi keamanan digital menjadi 

hambatan signifikan dalam penerapan QRIS secara optimal. Aspek keamanan transaksi digital menjadi perhatian 

penting bagi pelaku UMKM, yang membutuhkan edukasi dan dukungan teknis lebih lanjut. Dengan demikian, 

penguatan literasi digital, peningkatan infrastruktur, dan regulasi keamanan siber yang ketat sangat dibutuhkan 

untuk mendorong adopsi QRIS yang lebih luas dan inklusif di kalangan UMKM di Indonesia. 

 

Kata Kunci:  Digitalisasi Transaksi; Literasi Digital; Pembayaran Digital; QRIS; UMKM 

 

1. PENDAHULUAN  

Transformasi ekonomi digital telah mendorong evolusi signifikan dalam sistem 

pembayaran. Menanggapi hal ini, Bank Indonesia meluncurkan QRIS (Quick Response Code 

Indonesian Standard), sebuah inovasi yang menyatukan beragam kode pembayaran digital ke 

dalam satu standar tunggal. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standar 
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kode QR nasional untuk pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) dan 

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). QRIS diluncurkan dengan tujuan menyatukan 

berbagai QR Code dari berbagai penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) yang sebelumnya 

tidak kompatibel satu sama lain. Hasilnya, transaksi menjadi lebih efisien dan praktis. 

"Keberhasilan QRIS sangat bergantung pada literasi digital masyarakat dan ketersediaan 

infrastruktur," sedangkan jika menurut Purbo O.W berpendapat bahwa tanpa edukasi yang 

memadai dan akses internet yang stabil di seluruh wilayah, potensi QRIS tidak akan tercapai 

maksimal. Masalah keamanan siber juga menjadi perhatian utama, karena peningkatan 

transaksi digital otomatis meningkatkan risiko serangan siber. (Dhany et al., 2025) 

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek 

kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu inovasi yang muncul 

sebagai respons terhadap kebutuhan transaksi yang cepat, aman, dan efisien adalah penggunaan 

sistem pembayaran berbasis digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). 

QRIS merupakan standarisasi QR Code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi 

Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang bertujuan untuk memfasilitasi seluruh 

penyelenggara layanan pembayaran dalam menyediakan metode transaksi non-tunai yang 

terintegrasi. (Fadhilah, 2024a) 

Seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi dan digitalisasi ekonomi, pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai diarahkan untuk mengadopsi QRIS 

sebagai bagian dari transformasi digital bisnis mereka. Selain mendukung kemudahan 

transaksi, penggunaan QRIS juga memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pencatatan 

dan pelaporan keuangan UMKM, karena setiap transaksi terekam secara otomatis dan digital. 

(Kumalasari et al., 2024) 

Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM. 

Banyak pemilik usaha mikro dan kecil yang belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem 

pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS. Hal ini menyebabkan adopsi teknologi ini 

tidak berjalan optimal. Beberapa UMKM bahkan hanya menggunakan QRIS sebatas alat 

transaksi tanpa memanfaatkannya lebih lanjut untuk menunjang proses akuntansi dan 

pelaporan keuangan. (Fadhilah, 2024b) 

Selain itu, pemahaman pelaku UMKM terhadap akuntansi dasar masih terbatas. 

Banyak usaha kecil masih mencatat transaksi secara manual, atau bahkan tidak memiliki 

pencatatan sama sekali. Ketika QRIS digunakan, data transaksi sebenarnya dapat menjadi 

sumber informasi yang sangat berguna untuk menyusun laporan keuangan. Namun karena 

keterbatasan pemahaman akuntansi, data ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Tantangan 
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berikutnya adalah kurangnya integrasi antara sistem pembayaran digital (seperti QRIS) dengan 

sistem pencatatan keuangan UMKM. Meskipun transaksi digital meninggalkan jejak 

elektronik, banyak UMKM belum memiliki sistem atau aplikasi akuntansi yang dapat 

mengimpor dan mengolah data tersebut secara otomatis sesuai dengan standar akuntansi. 

Akibatnya, proses penyusunan laporan keuangan masih dilakukan secara terpisah dan sering 

kali tidak akurat.(Assyifa et al., 2025) 

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, menghadapi 

tantangan geografis yang signifikan dalam pemerataan infrastruktur digital, yang secara 

langsung berdampak pada kemampuan UMKM untuk memanfaatkan QRIS secara optimal. 

Penetrasi internet secara nasional memang terus meningkat: survei dari APJII Kominfo 

menunjukkan tingkat penetrasi internet Indonesia tahun 2024 sekitar 79,5% dari populasi. 

(Kominfo, 2024) Namun, data wilayah memperlihatkan disparitas yang besar antara Pulau 

Jawa dan luar Jawa. Kontribusi Jawa terhadap pengguna internet nasional mencapai 58%, 

sementara wilayah Maluku dan Papua hanya sekitar 3,71%.(Dewi & Widyawati, 2021) Di sisi 

lain, penetrasi internet di daerah perkotaan mencapai sekitar 85,53%, sedangkan di pedesaan 

masih sekitar 76,96%. (RAMADHANI, n.d.)Kondisi ini diperparah oleh banyaknya titik 

“blank spot” di wilayah terpencil baik di luar Jawa maupun bahkan di beberapa bagian dalam 

Jawa yang menyebabkan koneksi internet lemah atau tidak tersedia sama sekali.(Sonoto, 2021) 

Ketersediaan listrik dan perangkat digital juga merupakan hambatan nyata. Daerah-

daerah terpencil seringkali belum memiliki infrastruktur listrik yang stabil sehingga perangkat 

seperti smartphone atau terminal pembayaran digital sulit dioperasikan secara konsisten. Untuk 

QRIS, yang mengandalkan koneksi internet dan perangkat digital, kondisi ini menjadi 

penghalang langsung tanpa listrik yang memadai, operasi transaksi digital menjadi tidak 

mungkin. Disamping itu, distribusi perangkat pembayaran digital ke wilayah pelosok 

memerlukan logistik yang berat; medan sulit dan jarak antar pulau membuat biaya pengiriman 

dan pemeliharaan menjadi tinggi, yang dapat menambah beban biaya bagi UMKM kecil yang 

sumber dayanya terbatas. 

Dari sisi ancaman teknis dan keamanan siber, pemerintah melalui Bank Indonesia dan 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah memperkuat regulasi terkait standar keamanan, 

serta mendorong edukasi publik tentang keamanan digital. Namun, kasus phishing dan 

malware yang menargetkan pengguna layanan keuangan digital terus meningkat. QR Code 

palsu menjadi ancaman nyata terkadang ditempel di lokasi publik sehingga bila dipindai, dana 

keluar dari sistem yang sah menuju pihak penipu. Serangan Man-in-the-Middle (MitM) juga 

tetap potensial di jaringan umum yang tidak aman. Keterbatasan literasi keamanan digital 
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memperburuk situasi—banyak pengguna belum memahami pentingnya otentikasi dua faktor 

(2FA) atau bagaimana mengenali tanda-tanda penipuan siber. 

Adopsi QRIS oleh UMKM juga dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya dan operasional. 

Banyak pemilik UMKM, terutama usaha mikro dan di sektor tradisional, memiliki keterbatasan 

pengetahuan tentang teknologi digital, termasuk penggunaan aplikasi pembayaran atau 

transaksi digital. Ketidakpercayaan terhadap keamanan sistem sering muncul karena 

kurangnya pemahaman, sementara kebiasaan menggunakan transaksi tunai telah menjadi 

norma sosial yang kuat. Kesulitan operasional muncul misalnya dalam instalasi aplikasi, 

pemahaman notifikasi, atau pengelolaan admin yang terkait sistem digital baru. Selain itu, 

pemilik UMKM sering kekurangan waktu dan tenaga untuk belajar sistem baru serta 

mengintegrasikannya dalam operasional sehari-hari. 

Salah satu faktor penting lainnya adalah biaya yang dibebankan melalui Merchant 

Discount Rate (MDR). Meskipun untuk usaha mikro, BI menetapkan MDR 0%, untuk usaha 

kecil sampai besar diberlakukan MDR sekitar 0,7% dari nilai transaksi, kecuali sektor-sektor 

tertentu memiliki tarif khusus. Biaya MDR ini dapat menjadi beban tambahan terutama bagi 

usaha kecil yang margin keuntungannya sudah tipis. Walaupun kebijakan MDR nol untuk 

usaha mikro adalah langkah positif untuk inklusi, implementasinya memerlukan identifikasi 

usaha mikro yang benar dan kejelasan administratif agar UMKM tidak “tersalah kategori” dan 

tetap dapat menikmati tarif yang lebih ringan. 

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi QRIS di kalangan UMKM—

mulai dari keterbatasan literasi digital, hambatan infrastruktur, ancaman keamanan siber, 

hingga rendahnya integrasi data transaksi dalam pelaporan keuangan—menunjukkan adanya 

kesenjangan antara potensi teknologi dan realitas pemanfaatannya di lapangan. Kondisi ini 

membuka ruang untuk dikaji lebih dalam, khususnya terkait bagaimana QRIS dimanfaatkan 

oleh pelaku UMKM dalam mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan mereka. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Era Ekonomi 

Digital terhadap Pelaporan Keuangan UMKM.” 

 

2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi 

kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana literasi digital, 

infrastruktur teknologi, dan kemudahan penggunaan QRIS memengaruhi kualitas pencatatan 

keuangan di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Data 
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dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan terhadap aktivitas UMKM yang telah 

menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran, serta melalui kajian literatur dari berbagai 

sumber digital, seperti laporan Bank Indonesia, riset akademik, artikel berita, publikasi 

pemerintah, dan jurnal terkait literasi digital dan digitalisasi keuangan UMKM. Observasi 

dilakukan secara non-partisipatif di beberapa lokasi usaha UMKM, baik di wilayah urban 

maupun rural, untuk melihat langsung penggunaan QRIS dalam aktivitas transaksi, pencatatan, 

dan pelaporan keuangan secara digital. (Robani & Wardhana, 2022; Sonoto, 2021) 

Penelitian ini tidak menggunakan instrumen kuisioner atau wawancara, melainkan 

mengandalkan lembar observasi terstruktur dan analisis konten dari sumber literasi digital yang 

relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik, dengan langkah-langkah mulai dari 

reduksi data, pengkodean, kategorisasi, hingga penarikan tema utama. (Admaja & 

Wahyundaru, 2020) Fokus utama observasi mencakup: kemudahan penggunaan QRIS oleh 

pelaku UMKM, kendala teknis seperti konektivitas dan perangkat digital, serta dampak 

penggunaan QRIS terhadap ketertiban pencatatan keuangan. Di sisi lain, sumber literasi digital 

digunakan untuk memperkuat temuan observasi dan memberikan konteks makro terhadap 

fenomena yang diamati.  

Sebagai kerangka berpikir, penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier 

berganda secara konseptual, yang menjelaskan bahwa kualitas pencatatan keuangan (Y) 

dipengaruhi oleh literasi digital (X₁), infrastruktur teknologi (X₂), dan kemudahan penggunaan 

QRIS (X₃). Model ini dituliskan sebagai berikut: 

Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+eY = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + 

eY=α+β1X1+β2X2+β3X3+e  

Di mana: Y adalah Kualitas Pencatatan Keuangan UMKM, X₁ adalah Literasi Digital, 

X₂ adalah Infrastruktur Teknologi, dan X₃ adalah Kemudahan Penggunaan QRIS. α merupakan 

konstanta, β₁, β₂, β₃ adalah koefisien regresi sebagai indikator kekuatan pengaruh masing-

masing variabel, dan e adalah error atau variabel luar lainnya yang tidak diamati dalam model. 

Meskipun model ini tidak dianalisis secara kuantitatif dalam penelitian ini, rumus tersebut 

digunakan sebagai kerangka teoritis untuk memahami arah dan hubungan antar variabel secara 

sistematis. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pencatatan keuangan 

digital UMKM dalam konteks adopsi QRIS di Indonesia.. Data yang diperoleh dianalisis secara 

deskriptif dengan mengidentifikasi pola penggunaan QRIS, kendala yang dihadapi, serta 

dampaknya terhadap pelaporan keuangan UMKM. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pemanfaatan QRIS Oleh UMKM Dalam Mendukung Pencatatan Dan Pelaporan 

Keuangan. 

Pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam mendorong 

digitalisasi transaksi dan peningkatan pencatatan keuangan yang akurat. QRIS, sebagai standar 

pembayaran digital yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran 

Indonesia (ASPI), menyatukan berbagai kode QR dari penyedia jasa pembayaran menjadi satu 

sistem yang terintegrasi. Hal ini memudahkan pelaku UMKM untuk menerima pembayaran 

digital dengan cepat dan efisien, serta memberikan dampak signifikan terhadap kualitas 

pencatatan dan pelaporan keuangan mereka(Balqis et al., 2024) 

Menurut data resmi dari Bank Indonesia (2023), lebih dari 15 juta UMKM telah 

menggunakan QRIS dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Penerapan QRIS memungkinkan 

setiap transaksi yang terjadi secara digital otomatis tercatat dalam sistem, sehingga 

memudahkan UMKM dalam proses pencatatan keuangan. Data ini penting untuk 

meminimalisasi kesalahan pencatatan manual yang selama ini banyak dijumpai pada UMKM, 

terutama yang belum terbiasa dengan akuntansi formal.(Maaidah et al., 2024) Dengan 

demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai media 

pencatatan digital yang membantu UMKM dalam membuat laporan keuangan yang lebih 

transparan dan akurat. 

Implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) telah menjadi bagian 

penting dari transformasi digital sektor keuangan di Indonesia, termasuk dalam aktivitas 

operasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu aspek krusial dari 

implementasi ini adalah bagaimana QRIS mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan 

UMKM secara lebih tertib dan modern. Sistem pembayaran berbasis QRIS memungkinkan 

seluruh transaksi dicatat secara digital dan otomatis, sehingga meminimalkan risiko kesalahan 

pencatatan yang umum terjadi pada sistem manual. (Kyung, 2024) 

QRIS menciptakan jejak transaksi yang real-time dan dapat dilacak, memberikan 

kemudahan bagi pelaku usaha dalam merekonsiliasi transaksi harian tanpa harus mencatat 

secara manual. Menurut penelitian oleh Fitriani dan Suparman (2023) dalam Jurnal Ilmiah 

Manajemen dan Akuntansi, UMKM yang mengintegrasikan QRIS dalam sistem keuangannya 

mengalami peningkatan akurasi laporan keuangan hingga 30% dibandingkan dengan metode 

pencatatan konvensional. Selain itu, pencatatan digital ini mempermudah penyusunan laporan 

laba-rugi, arus kas, dan neraca yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan usaha yang 
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lebih tepat. Lebih lanjut, data transaksi digital yang terdokumentasi dengan baik melalui QRIS 

menjadi salah satu modal penting untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan 

formal. Banyak UMKM yang sebelumnya tidak dapat mengakses kredit karena tidak memiliki 

laporan keuangan yang layak. Dengan QRIS, transaksi yang terekam secara otomatis dapat 

digunakan sebagai bentuk alternative credit scoring, sebagaimana dijelaskan oleh Ramadhani 

dan Nasution (2022) dalam Jurnal Keuangan Digital Indonesia. Hal ini tentu memberikan 

peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya melalui permodalan. (Mas 

et al., 2025) 

Namun, pemanfaatan QRIS oleh UMKM menghadapi sejumlah kendala, terutama 

terkait literasi digital dan pengetahuan akuntansi dasar. (Rosliyati & Iskandar, 2022) 

menyatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami cara 

memanfaatkan data transaksi digital secara optimal untuk pencatatan dan pelaporan keuangan. 

Hal ini menyebabkan sebagian besar UMKM hanya menggunakan QRIS untuk memproses 

pembayaran tanpa melanjutkan pemanfaatannya sebagai sumber data untuk pengelolaan 

keuangan. Padahal, transaksi yang tercatat secara digital bisa menjadi basis yang kuat untuk 

laporan keuangan yang dapat meningkatkan kredibilitas UMKM di mata lembaga keuangan 

maupun investor. 

Kendala lain yang cukup signifikan berasal dari aspek infrastruktur dan geografis. 

Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki disparitas yang 

besar dalam akses terhadap internet dan perangkat digital. Survei APJII dan Kominfo (2024) 

menunjukkan bahwa penetrasi internet nasional telah mencapai 79,5%, tetapi distribusinya 

sangat timpang antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Jawa menyumbang sekitar 58% pengguna 

internet, sementara wilayah Maluku dan Papua hanya 3,71%. Selain itu, penetrasi internet di 

wilayah perkotaan sebesar 85,53% jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan yang hanya 

76,96% (APJII-Kominfo, 2024). Kondisi ini menyebabkan banyak UMKM di luar Pulau Jawa 

dan daerah terpencil sulit mengakses layanan QRIS secara konsisten, sehingga berdampak pada 

pencatatan transaksi digital yang tidak optimal. 

Salah satu faktor penting yang turut mempengaruhi rendahnya pemanfaatan QRIS oleh 

pelaku UMKM di Indonesia adalah keterbatasan infrastruktur dasar, khususnya ketersediaan 

listrik dan perangkat digital. QRIS sebagai sistem pembayaran digital membutuhkan perangkat 

seperti smartphone dan koneksi internet yang stabil agar dapat digunakan secara optimal. 

Namun, di banyak wilayah terpencil, terutama di Indonesia bagian timur dan kawasan 3T 

(terdepan, terluar, tertinggal), akses terhadap listrik masih menjadi kendala utama. Menurut 

data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rasio elektrifikasi di 
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beberapa daerah Indonesia bagian timur pada 2023 masih berada di bawah rata-rata nasional, 

yang menyebabkan operasional perangkat digital menjadi tidak stabil. Tanpa listrik yang 

memadai, pelaku UMKM tidak dapat mengisi daya perangkat atau menjalankan aplikasi 

pembayaran digital secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan perangkat digital seperti 

smartphone juga menjadi hambatan nyata. Banyak UMKM di wilayah pelosok belum memiliki 

perangkat yang kompatibel dengan aplikasi pembayaran QRIS, dan harga perangkat yang 

relatif mahal menjadi beban tambahan. Tidak hanya itu, tantangan logistik juga memperparah 

situasi. Biaya distribusi perangkat pembayaran ke daerah terpencil sangat tinggi karena kondisi 

geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurut Bank Indonesia (2024), sebanyak 80% 

merchant QRIS masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, menandakan bahwa daerah luar Jawa 

masih tertinggal dalam adopsi QRIS. Kombinasi antara keterbatasan listrik, perangkat, dan 

logistik ini menjadi penghalang utama dalam perluasan QRIS yang inklusif di kalangan 

UMKM di seluruh Indonesia. (Arianti & Azzahra, 2020) Belum lagi tantangan logistik dalam 

mendistribusikan perangkat pembayaran ke wilayah pelosok yang mengakibatkan biaya tinggi 

bagi UMKM kecil. Hal ini semakin menambah beban dan menghambat penetrasi QRIS di 

kalangan pelaku usaha kecil di wilayah terpencil. 

Keamanan siber juga menjadi isu krusial dalam pemanfaatan QRIS oleh UMKM. Bank 

Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan peningkatan kasus serangan 

phishing, malware, dan penggunaan QR Code palsu yang menargetkan pengguna layanan 

keuangan digital (Ma’arif et al., 2025) (Bank Indonesia & BSSN, 2023). Risiko serangan ini 

diperparah oleh rendahnya literasi keamanan digital di kalangan UMKM, di mana banyak 

pelaku usaha belum memahami pentingnya langkah-langkah proteksi seperti otentikasi dua 

faktor (2FA) atau mengenali tanda-tanda penipuan siber. Ketiadaan pengetahuan ini dapat 

membuat UMKM rentan terhadap kehilangan dana dan menimbulkan ketidakpercayaan 

terhadap sistem pembayaran digital. Selain itu, aspek budaya dan operasional juga 

mempengaruhi tingkat adopsi QRIS oleh UMKM. Banyak pelaku usaha mikro dan tradisional 

yang masih merasa nyaman dengan transaksi tunai dan kurang percaya pada sistem 

pembayaran digital karena alasan keamanan dan kebiasaan lama (Alief & Astuti, 2024) (. 

Kesulitan dalam penggunaan aplikasi, pengelolaan notifikasi pembayaran, dan administrasi 

digital menjadi hambatan operasional yang mengurangi minat UMKM untuk memanfaatkan 

QRIS secara optimal. Belum lagi, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia membuat 

mereka enggan belajar sistem baru yang dianggap rumit dan memakan waktu. 

Meski demikian, QRIS menawarkan banyak manfaat yang tidak dapat diabaikan. 

Efisiensi transaksi yang ditawarkan QRIS memudahkan konsumen dan merchant dalam proses 
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pembayaran, mengurangi penanganan uang tunai, serta mempercepat verifikasi transaksi 

secara real-time. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas pencatatan keuangan 

UMKM karena setiap pembayaran terekam secara digital dan otomatis. Kemudahan ini juga 

berkontribusi pada peningkatan akses UMKM ke pembiayaan formal karena laporan keuangan 

yang lebih rapi dan terdokumentasi dapat meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan 

(Wisudaningsih & Aqidah, 2024) 

Meski berbagai tantangan masih menghambat pemanfaatan QRIS secara merata, 

terutama di kalangan UMKM yang berada di wilayah terpencil, namun manfaat yang 

ditawarkan oleh sistem ini tidak dapat diabaikan. QRIS menjadi alat pembayaran digital yang 

mampu memberikan efisiensi tinggi dalam proses transaksi. Bagi konsumen, cukup dengan 

memindai satu kode QR, transaksi dapat diselesaikan dengan cepat tanpa perlu membawa uang 

tunai atau menggunakan kartu fisik. Sementara bagi merchant, khususnya pelaku UMKM, 

sistem ini menyederhanakan proses penerimaan pembayaran karena hanya membutuhkan satu 

kode untuk semua penyedia layanan pembayaran, sehingga tidak perlu memiliki banyak mesin 

EDC atau akun berbeda. 

Keunggulan utama lainnya adalah otomatisasi pencatatan keuangan. Setiap transaksi 

melalui QRIS secara otomatis tercatat dalam sistem digital, yang jika dimanfaatkan dengan 

benar, dapat membantu UMKM menyusun laporan keuangan yang lebih rapi, real-time, dan 

transparan. Hal ini sangat penting mengingat banyak UMKM sebelumnya masih bergantung 

pada pencatatan manual atau bahkan tidak mencatat transaksi sama sekali. Dalam jangka 

panjang, digitalisasi pencatatan ini dapat meningkatkan kualitas manajemen keuangan 

UMKM. 

Lebih jauh, dengan adanya data transaksi yang terdokumentasi secara digital, pelaku 

UMKM memiliki "jejak keuangan" yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses pembiayaan 

formal. Lembaga keuangan seperti bank dan fintech lending kini mulai mempertimbangkan 

riwayat transaksi digital sebagai bahan analisis kelayakan kredit, menggantikan syarat laporan 

keuangan konvensional yang kerap menjadi hambatan. Dengan demikian, QRIS tidak hanya 

berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai pintu masuk menuju sistem keuangan 

formal dan peluang pertumbuhan usaha yang lebih besar bagi UMKM. 

Pengaruh Perubahan Perilaku Produsen dan Konsumen terhadap Pemanfaatan QRIS 

oleh UMKM. 

Perubahan perilaku produsen dan konsumen menjadi salah satu faktor penting yang 

mendorong adopsi teknologi pembayaran digital, terutama Quick Response Code Indonesian 

Standard (QRIS), di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Seiring dengan 
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perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi, konsumen modern semakin mengutamakan 

kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam bertransaksi. (SUNARJO et al., 

2021)mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 mempercepat transisi konsumen Indonesia 

dari transaksi tunai ke pembayaran digital sebagai upaya meminimalkan kontak fisik dan risiko 

kesehatan. Perubahan perilaku ini secara langsung memaksa pelaku UMKM untuk 

menyesuaikan diri dengan preferensi baru tersebut agar dapat bertahan dan berkembang. 

(Erininda, 2023) 

Bagi produsen atau pelaku UMKM, QRIS memberikan kemudahan tidak hanya dalam 

menerima pembayaran, tetapi juga dalam pencatatan transaksi yang selama ini menjadi kendala 

utama. (Cahya et al., 2024) menemukan bahwa UMKM yang mengadopsi QRIS mengalami 

peningkatan signifikan dalam akurasi dan konsistensi pelaporan keuangan. Dengan QRIS, 

setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem digital, sehingga meminimalkan 

kesalahan pencatatan manual yang sering terjadi pada usaha kecil. (Oktaviani et al., 2024) Hal 

ini berkontribusi pada transparansi dan keteraturan laporan keuangan, yang menjadi modal 

penting bagi UMKM ketika mengakses pembiayaan formal seperti pinjaman bank atau 

program kredit usaha rakyat. (Balboa et al., 2024a) 

Selain itu, efisiensi yang diberikan QRIS dalam proses transaksi sangat dirasakan oleh 

konsumen dan pelaku usaha. Proses pembayaran hanya dengan memindai kode QR membuat 

transaksi menjadi lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan pembayaran tunai yang 

membutuhkan penghitungan uang fisik dan kembalian.(Trianto et al., 2025) Efisiensi ini juga 

mengurangi ketergantungan pada uang tunai yang selama ini membawa risiko tinggi bagi 

pelaku UMKM, seperti risiko kehilangan uang karena pencurian, kesalahan dalam menghitung 

kembalian, atau uang palsu.(Nabila et al., 2025) 

Dari aspek keamanan, QRIS terbukti lebih unggul dibandingkan dengan transaksi tunai. 

Penelitian Gunawan et al. (2023) menyatakan bahwa penggunaan QRIS mengurangi risiko 

kehilangan dana fisik karena semua transaksi terekam secara digital dan dapat diverifikasi 

secara real-time oleh merchant maupun konsumen. Selain itu, fitur keamanan pada QRIS 

seperti enkripsi data, otentikasi dua faktor, dan notifikasi instan setiap transaksi menjamin 

keamanan transaksi digital.(Wibisono et al., 2025) Ini sangat berbeda dengan transaksi tunai 

yang bersifat anonim dan rentan terhadap kecurangan, pencurian, dan penipuan. 

QRIS juga berkontribusi pada pengurangan kontak fisik antara konsumen dan penjual, 

yang sangat penting dalam konteks kesehatan masyarakat, terutama selama dan setelah 

pandemi COVID-19. Penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital meminimalkan 

risiko penyebaran virus melalui uang kertas atau koin yang berpindah tangan. Dengan 
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demikian, QRIS tidak hanya membantu transformasi digital ekonomi, tetapi juga mendukung 

upaya perlindungan kesehatan masyarakat. 

Namun, meskipun memberikan banyak manfaat, QRIS juga menghadapi sejumlah 

tantangan, terutama di bidang keamanan siber. Penelitian oleh Haryanto et al. (2024) 

mengungkapkan bahwa munculnya modus penipuan digital seperti QR code palsu yang 

ditempelkan di tempat umum dan serangan phishing masih menjadi ancaman nyata bagi 

pengguna QRIS, khususnya pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami risiko 

keamanan digital. Kurangnya literasi keamanan digital menyebabkan banyak pengguna rentan 

terhadap serangan ini.(Saputra et al., 2025) Oleh sebab itu, edukasi keamanan siber sangat 

dibutuhkan agar pelaku UMKM dan konsumen dapat memanfaatkan QRIS dengan aman dan 

percaya diri. 

Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi faktor pembatas utama penetrasi QRIS, 

terutama di daerah terpencil. Banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki akses listrik 

dan jaringan internet yang memadai. Kondisi ini menghambat kemampuan UMKM di wilayah 

tersebut untuk mengoperasikan perangkat digital yang dibutuhkan dalam transaksi 

QRIS.(Tarique & Malik, 2025a) Hambatan logistik dalam distribusi perangkat pembayaran 

juga menambah beban biaya UMKM kecil, sehingga memperlambat adopsi QRIS di wilayah 

pelosok.(Harahap & Mahardhani, 2025) 

Perubahan perilaku konsumen dan produsen yang semakin mengarah pada digitalisasi 

transaksi juga mengubah pola pencatatan dan pengelolaan keuangan UMKM. Dengan data 

transaksi digital yang tersedia, pelaku UMKM dapat melakukan analisis keuangan secara lebih 

tepat dan cepat. Data ini dapat digunakan untuk perencanaan bisnis, evaluasi kinerja, serta 

pelaporan yang lebih transparan dan akuntabel.(Poerwanengsih, 2024) Peningkatan kualitas 

laporan keuangan ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan kredibilitas UMKM di mata 

lembaga keuangan dan investor.(Balboa et al., 2024b) 

Lebih jauh, QRIS mendorong UMKM untuk bertransformasi dalam operasional sehari-

hari. Penggunaan teknologi pembayaran digital menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan 

literasi digital dan kemampuan mengelola teknologi informasi.(Waliyuddin, 2023) 

peningkatan literasi digital akan berdampak positif pada keberhasilan pemanfaatan QRIS, 

terutama dalam pengelolaan keuangan dan mitigasi risiko keamanan. Pelaku UMKM yang 

mampu mengintegrasikan teknologi pembayaran digital dengan sistem pencatatan keuangan 

berbasis digital akan memperoleh keunggulan kompetitif yang lebih baik. 

Meski demikian, ada sejumlah rekomendasi yang perlu diperhatikan untuk 

meningkatkan adopsi QRIS secara menyeluruh. Pertama, pemerintah dan lembaga terkait perlu 
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terus menggalakkan program edukasi literasi digital dan keamanan siber untuk UMKM dan 

konsumen. Kedua, pengembangan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil, harus 

dipercepat agar kesenjangan digital dapat diminimalkan.(Tarique & Malik, 2025b) Ketiga, 

regulasi dan pengawasan terhadap keamanan sistem pembayaran digital harus diperkuat untuk 

melindungi semua pihak yang terlibat.(Tarique & Malik, 2025b) 

Secara keseluruhan, QRIS membawa dampak positif besar dalam merubah perilaku 

konsumen dan produsen menuju transaksi digital yang lebih efisien dan aman. Efisiensi 

transaksi, kemudahan pencatatan keuangan, serta aspek keamanan yang lebih baik 

dibandingkan uang tunai menjadi kunci sukses penggunaan QRIS di kalangan UMKM. 

Namun, tantangan literasi digital, keamanan siber, dan infrastruktur masih harus diatasi secara 

sistematis agar potensi QRIS dapat dioptimalkan secara maksimal dan inklusif di seluruh 

wilayah Indonesia. 

 

4. KESIMPULAN 

Pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi langkah penting dalam mendorong 

digitalisasi transaksi dan peningkatan pencatatan keuangan. QRIS memudahkan UMKM 

menerima pembayaran secara digital yang langsung tercatat otomatis dalam sistem, sehingga 

mengurangi kesalahan pencatatan manual yang selama ini sering menjadi kendala. Hal ini 

membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan, yang 

sangat penting untuk pengambilan keputusan bisnis dan pengajuan pembiayaan formal. Data 

transaksi digital yang tercatat rapi menjadi modal penting bagi UMKM untuk mendapatkan 

akses kredit dari lembaga keuangan yang selama ini sulit diperoleh karena keterbatasan 

dokumen keuangan. Namun, penggunaan QRIS juga menghadapi berbagai tantangan, terutama 

rendahnya literasi digital dan akuntansi dasar di kalangan pelaku UMKM, serta keterbatasan 

infrastruktur seperti akses listrik, internet, dan perangkat digital, khususnya di daerah terpencil 

dan wilayah 3T. Selain itu, risiko keamanan siber, seperti serangan phishing dan penggunaan 

QR code palsu, menjadi ancaman nyata yang mengharuskan pelaku UMKM memahami 

pentingnya keamanan digital. Dengan adanya dukungan edukasi literasi digital, pengembangan 

infrastruktur yang merata, serta penguatan regulasi keamanan, QRIS dapat dioptimalkan untuk 

mendukung inklusi keuangan dan transformasi digital UMKM di seluruh Indonesia. Perubahan 

perilaku produsen dan konsumen juga menjadi faktor pendorong utama dalam adopsi QRIS. 

Pandemi COVID-19 mempercepat pergeseran konsumen dari transaksi tunai ke digital guna 

mengurangi kontak fisik dan risiko kesehatan. QRIS menawarkan kemudahan, kecepatan, dan 
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keamanan yang lebih baik dibanding transaksi tunai, seperti pencatatan transaksi real-time dan 

perlindungan terhadap risiko kehilangan uang fisik. Efisiensi ini tidak hanya menguntungkan 

konsumen tetapi juga meningkatkan pengelolaan keuangan UMKM yang sebelumnya sering 

menggunakan pencatatan manual. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal literasi 

keamanan siber dan keterbatasan infrastruktur di luar Pulau Jawa dan daerah pedesaan. Oleh 

karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan edukasi, memperluas akses teknologi, dan memperkuat 

regulasi keamanan agar QRIS dapat dimanfaatkan secara maksimal dan inklusif. Dengan 

demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran digital, tetapi juga sebagai 

kunci transformasi perilaku produsen dan konsumen serta pengelolaan keuangan UMKM 

menuju ekonomi digital yang lebih efisien, aman, dan terpercaya di Indonesia. 
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